SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG

BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN, SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
DAN ATRIBUT, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA TENAGA AHLI FRAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal
22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Besaran Biaya
Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan
Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan
Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli
Fraksi;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentangPembetukan
Daerah-daerahKabupatendalamLingkunganProvinsiDjawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
DaerahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 2017, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 7 Tahun 2006 tentang
Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 7 Tahun 2006 tentang
Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah KabupatenRembangNomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor
61);

Peraturan Daerah KabupatenRembangNomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten
Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan
Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN, SATUAN
HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, TUNJANGAN
PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN BESARAN
KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA TENAGA AHLI FRAKSI



Pasal 1

Besaran biaya pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang di luar cakupan pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh BPJS adalah :

a. Laki-laki Rp. 2.693.975,- /orang;

b. Perempuan Rp. 2.856.275,- /orang.

Pasal 2

(1) Besaran satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang adalah :

Pakaian sipil harian Rp. 1.950.000,- /stel;

Pakaian sipil resmi Rp. 3.575.000,- /stel,;

Pakaian sipil lengkap Rp. 4.185.000,-/stel;

Pakaian dinas harian lengan panjang Rp. 3.200.000,- /stel;

Pakaian yang bercirikan khas daerah Rp. 3.300.000,- /stel;
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(2) Harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah termasuk pajak.

Pasal 3

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang diberikan
tunjangan perumahan sebesar :

a. Ketua Rp. 15.442.000,- /bulan;

b. Wakil Ketua Rp. 11.242.000,- /bulan;

c. Anggota Rp 7.867.000,- /bulan.

Pasal 4

Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebesar Rp. 9.000.000,- /bulan.

Pasal 5

Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

a. Maksimal pelaksanaan 2 (dua) hari dalam 1 (satu) kegiatan Rp.3.000.000,-
/orang hari;

b. Minimal pelaksanaan 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) kegiatan Rp.7.000.000,- /
orang bulan.

Pasal 6
Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Rp. 1.300.000,- /bulan.
Pasal 7
Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan transportasi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dibayarkan
mulai bulan Agustus 2017.



Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Rembang
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan
Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 Nomor 38) sepanjang mengatur tentang standar harga pakaian
dinas pimpinan dan anggota DPRD, besaran honor tenaga ahli fraksi DPRD,
honorarium tenaga ahli untuk kelompok pakar/tim ahli DPRD serta Peraturan
Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 75), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.
Ditetapkan diRembang
padatanggal 25 Oktober 2017

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd
SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 39



